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ABSTRAK

Konsep keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara, salah satu tolok ukur
adalah wewenang, atau harus dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara
yang berwenang. Pokok permasalahan yang terjadi adalah apabila suatu
KTUN tidak sesuai dengan konsep keabsahan suatu KTUN, hal tersebut akan
menimbulkan konsekuensi yuridis dibatalkannya Keputusan Tata Usaha
Negara tersebut. Dan sebagai tolok ukur untuk menguji keabsahan suatu
kewenangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum
pemerintahan yang baik. Salah satu sengketa Tata Usaha Negara yang
mempersoalkan mengenai pembatalan suatu Keputusan Tata Usaha Negara
dengan alasan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dikeluarkan oleh
Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang, terdapat dalam Putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor 143/G/2014/PTUN-
JKT. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang
dimaksud, yakni dengan metode penelitian yuridis normatif dengan
pendekatan undang-undang dan metode pendekatan kasus. Metode analisis
yang digunakan, yaitu kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi.
Hasil penelitian menyatakan bahwa pembatalkan Surat Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24/MPK.B/2014 sudah sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan dan Asas—Asas Umum Pemerintahan yang

Baik.
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ABSTRACK

The concept of the validity of an administrative decision, one
benchmark is the authority, or to be issued by the State Administration
Officials authorized. The main problem that occurs is when a KTUN
incompatible with the concept of the validity of a KTUN, it will cause the
cancellation of the juridical consequences of the administrative decision. And
as a benchmark to test the validity of an authority with legislation and general
principles of good governance. One of the State Administration dispute the
question of cancellation of an administrative decision by reason of an
administrative decision was issued by officials of the State Administrative
unauthorized, contained in the Decision of the State Administrative Court
(Administrative Court) Jakarta No. 143/G/2014/PTUN-JKT. The method
used to answer the problem in question, the method of juridical normative
approach to legislation and case method approach. The analytical method
used, qualitatively using interpretation. The study states that pembatalkan
Decree of the Minister of Education and Culture No. 24 / MPK.B / 2014 was
in accordance with the Laws and Regulations and the General Principles of
Good Governance.

Keywords: Authority, Compliance, Legal Considerations.

.22 DIGITAL COLLECTION OF UPT PERPUSTAKAAN UNSOED :::.



	NOMOR 1 COVER.pdf
	NOMOR 2 LEMBAR PENGESAHAN.pdf
	NOMOR 3 PEMBAHASAN.pdf
	NOMOR 4 DAFTAR PUSTAKA.pdf



